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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  43 TAHUN 2020   

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
UNIT PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  HULU SUNGAI SELATAN,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemantauan pelayanan 

publik dengan memperhatikan wilayah kerja dalam 
pelaksanaannya, serta dalam upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia anggota unit pelayanan publik, maka 

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Unit 
Pemantau Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Unit Pemantau Pelayanan Publik Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

2. Undang-Undang     Nomor     28     Tahun     1999     tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6084); 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran   

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  Nomor 
12); 

    
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG UNIT 
PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI 

SELATAN. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Unit Pemantau Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3) diubah 
sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 8 

Susunan dan keanggotaan UP3 berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari: 

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan  

c. 9 (sembilan) orang anggota.  
 
 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 13 

Syarat untuk menjadi anggota UP3 adalah sebagai berikut: 

a. warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. tingkat pendidikan Sarjana atau paling rendah Diploma; 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 

(enam puluh) tahun; 

f. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi 

yang baik; 

g. independen  dan  nonpartisan  serta  bukan  merupakan  anggota  dan  
atau pengurus partai politik ataupun organisasi yang berafiliasi pada partai 

politik; 

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan 

i. tidak boleh merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik 
kepentingan. 

 

3. Ketentuan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan ayat (3A) sehingga 
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 17 

(1) Anggota UP3 menyampaikan hasil-hasil pemantauannya dalam bentuk 

laporan yang disampaikan dalam rapat berkala. 

(2) UP3 menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Hulu Sungai Selatan. 

(3) Laporan berkala disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali dan laporan 
tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.  
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(3A) Laporan hasil pemantauan yang disampaikan diintegrasikan ke dalam 
aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

(4) Laporan  tahunan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  sekurang-
kurangnya memuat: 

a. jumlah dan macam laporan yang diterima selama 1 (satu) tahun; 

b. aparatur Pemerintah Daerah yang telah dipantau selama 1 (satu) tahun; 

c. tanggapan-tanggapan dari Aparatur Pemerintah Daerah yang telah 
dipantau selama 1 (satu) tahun. 

 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 
 

 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 19 Agustus 2020 

           BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

 ttd. 

     ACHMAD FIKRY 

 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 19 Agustus 2020  

             SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
 

 ttd. 
 
              MUHAMMAD NOOR 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 43 
hh 


